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IV. Abstract 
In order to increase work passion of Civil Servant, the government 
give fairly and reasonable salary so it should be generate productivity and 
assure their well-being. Received salary of regional Civil Servant was in 
care of Regional Budget (APBD), which one of it derived from Regional 
Genuine Income (PAD). Regional Government is given authority to give 
additional income to civil servant (PNS) based on objectively consideration 
with considering regional financial capability and obtain agreement from 
Public Representative Official of Regional in accordance with legislation. 
This research aimed to find out influence of Regional Genuine Income 
(PAD) towards well-being of existing Civil Servant on Biak Numfor 
Regency and standardization comparison of civil servant payroll on Biak 
Numfor Regency with its Regional Genuine Income. This law research was 
normative research and used deductive-minded method. The result revealed 
that Regional Genuine Income have influence towards civil servant well-
being of Biak Numfor Regency. It was indicated by existing additional 
incomes which are meal budget, benevolent fund, or occupational incentive 
and Papua subsidy towards Civil Servant of Biak Numfor Regency, even 
though given additional income amount was not much enough and it was 
not increase yet. Payroll standardization of Civil Servant was not 
proportionally with Regional Genuine Income (PAD) because whether it 
was increase or decrease, employee expenditure budget will always 
increasing annually. While received additional income of each employee 
remain low. In order to improve Regional Genuine Income, so Regional 
Government of Biak Numfor Regency be expected could looking for 
Regional Genuine Income sources continuously. By existing improvement 
of Regional Genuine Income, then Regional Government of Biak Numfor 
Regency would be more independent where beside them be able to give 
additional income, they also capable to pay salaries without depend on 
Central Government.  
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V. Pendahuluan  
A. Latar Belakang Masalah  
Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, maka tidak terlepas 
dari peran Pegawai Negeri, sehingga diperlukan adanya Pegawai Negeri 
sebagai warga negara Indonesia  maupun sebagai aparatur negara. 
Aparatur negara di bidang administrasi adalah Pegawai Negeri tersebut.  
Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian  memiliki pengertian “setiap warga negara Indonesia yang 
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang, diserahi tugas negara dalam jabatannya dan diserahi tugas 
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.” Menurut Sastra Djatmika pengertian tersebut dapat diperinci 
dalam 5 (lima) pokok yaitu:  
a. Warga Negara Republik Indonesia,  
b. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 
c. Diangkat oleh pejabat yang berwenang, 
d. Diserahi tugas dalam suatu jabatan,  
 
 
 
 
 
 
e. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku
1
. 
Menurut Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 salah satu yang dikategorikan sebagai Pegawai Negeri adalah 
Pegawai Negeri Sipil. Dalam ayat (2) Pasal ini  Pegawai Negeri Sipil 
terdiri dari :  
(a.) Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan  
(b.) Pegawai Negeri Sipil Daerah. 
Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja 
pada Departemen, Lembaga pemerintah non-Departemen, Kesekretariatan 
Lembaga Tertinggi /Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah 
Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan 
untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. Yang dimaksud dengan 
Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau 
dipekerjakan di luar instansi induknya. 
Sehubungan dengan adanya Undang-Undang tentang Pemerintahan 
Daerah maka ada beberapa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada 
daerah sebagai urusan daerah. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah 
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penyelenggaraan pemerintahan negara, salah satunya adalah pemberian 
gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah, gaji yang didapatkan oleh Pegawai 
Negeri Sipil Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan 
kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif 
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh 
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dengan demikian daerah dapat melakukan upaya untuk 
memberikan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan 
memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yang tercermin dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 
2009 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Biak Numfor dibentuk Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Lembaga 
Teknis Daerah berbentuk Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah. Salah 
satu Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang 
berbentuk badan adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Badan 
Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan Administrasi 
 
 
 
 
 
 
Kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok ini, Badan 
Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi pengelolaan administrasi 
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil; pengelolaan mutasi dana pensiun; 
pengelolaan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil; pengelolaan Tata 
Usaha; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Instansi 
ini melakukan tugas, di antaranya merumuskan kebijakan daerah dalam 
mengupayakan kesejahteraan bagi aparatur pemerintah daerah dengan 
mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah.  
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 
permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :  
1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kesejahteraan 
Pegawai Negeri Sipil yang ada di daerah Kabupaten Biak Numfor ?  
2. Apakah standarisasi penggajian Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten 
Biak Numfor sebanding dengan Pendapatan Asli Daerahnya ?  
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VII. Kesimpulan   
Berdasarkan  latar belakang masalah pada Bab I dan hasil 
penelitian dan pembahasan pada Bab II maka dapat diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut:  
1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap 
kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Biak 
Numfor. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberian tambahan 
penghasilan yang berupa uang makan yang diatur dalam Peraturan 
Bupati Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2012, tunjangan atau insentif 
jabatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 134 
Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada 
 
 
 
 
 
 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak 
Numfor dan tunjangan Papua kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Kabupaten Biak Numfor yang diatur dalam Keputusan Presiden 
Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua, 
walaupun jumlah tambahan penghasilan yang diberikan tersebut tidak 
besar dan belum meningkat. Ke depannya diharapkan apabila 
Pendapatan Asli Daerah yang diterima meningkat maka pendapatan 
berupa tambahan penghasilan ini pun lebih meningkat sehingga dapat 
menyejahterakan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Biak 
Numfor. Dalam aturan normatifnya belum ada ketentuan yang 
mengatur hal tersebut. 
 
2. Standarisasi penggajian Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah 
Kabupaten Biak Numfor tidak sebanding dengan Pendapatan Asli 
Daerah karena kalau Pendapatan Asli Daerah turun, anggaran pegawai 
tetap meningkat setiap tahun, akan tetapi tambahan penghasilan yang 
diterima oleh masing-masing pegawai tetap rendah. Jumlah 
Pendapatan Asli Daerah yang terhitung rendah dan tidak selalu 
meningkat setiap tahunnya menyebabkan standarisasi penggajian pun 
sangat kecil jumlahnya yang diberikan kepada para Pegawai Negeri 
Sipil daerah Kabupaten Biak Numfor. Ada 2 (dua) kemungkinan yang 
dapat terjadi yakni, bila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka 
standarisasi penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Biak 
 
 
 
 
 
 
Numfor dapat meningkat dan bila Pendapatan Asli Daerah menurun 
atau masih saja relatif rendah maka standarisasi penggajian Pegawai 
Negeri Sipil di Kabupaten Biak Numfor dapat tetap seperti yang telah 
ditetapkan atau bahkan menurun. Hal ini tergantung kepada kebijakan 
dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.  
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